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TENTANG 

PERUBAHAN ATAS pERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 37 TAHUN 2008 
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 

KOT A MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi 
satuan kerja perangkat daerah setelah adanya pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kata 
Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan 
Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok 
dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kata Mojokerto yang dituangkan 
dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 

1. Undanq-Undanq Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
,125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3242); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
P.erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto; 

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 37 
TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 37 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota 
Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Serita 
Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 23/D diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e diubah, sehingga secara 
keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal2 

(1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas : 

a. Kepala; 

b. Sub bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan ; 

d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan; 

e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Bagan susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan 
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (83) dan pengelolaan serta pemantauan 
lingkungan hidup bagi semua usaha/kegiatan yang wajib 
dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 

b. Melaksanakan perijinan dan pemberian rekomendasi yang 
berkaitan dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (83); 

c. Melaksanakan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) bagi jenis usaha/kegiatan yang mempunyai dampak 
terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan Pemerintah; 

d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemberian 
rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL); 

e. Melaksanakan pengelolaan Laboratorium Lingkungan; 

f. Melaksanakan pemantauan penaatan atas perjanjian 
internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan; 
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g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, 
lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Kantor sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kata 
Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 8 Desember 2009 

WAUKOTA MOJOKERTO 

ttd 

ABDULGANISOEHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal . 8 Desernber 2009 

SEKRETARIIS DAEIRAH KOTA MOJOKERTO 

ttd 
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